—=7 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

iy KECAMATAN SUTERA
JIn. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 /g4 ) C-STR/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT SUTERA,

Membaca : Surat Wali NAGARI SURANTIH Kecamatan SUTERA Nomor :
140/10/WN-SRT/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal
Penyampaian Rancangan APB NAGARI SURANTIH Tahun Anggaran
2021;

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama
Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI
SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt.
Nomor21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5839) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pcmcrimah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor §717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran
Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun
2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017
Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran
2018;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagan,‘
Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Bamus Nagral
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari
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Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2021,

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah
dam Restribusi Daerah setiap Nagari Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun
Anggaran 2017,

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pesisir
Selatan;

22. Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 Tahun 2020
tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem
keuangan untuk penanganan pandemi Covid 19 dalam rangka
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional atau stabilitas sistem keuangan;

23. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan
postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;

24, Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan
atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus
tugas percepatan penanganan Covid 19;

25. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan
bencana non alam penyebaran Covid 19 sebagai bencana

nasional;
26. PMK RI nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

27. Surat Edaran Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan Atas
Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19;

28. Surat Edaran Menteri Desa PDTT RI nomor 8 tahun 2020
tentang desa tanggap darurat COVID 19 dan penegasan Padat
karya Tunai Desa,

29. Surat Edaran Mendagri RI nomor 11 tahun 2020 tentang
perubahan atas surat edaran Mendes PDTT RI nomor 8 tahun
2020 tentang desa tanggap COVID 19 dan penegasan padat
karya tunai desa;

30. Surat keputusan kepala BNPB nomor 13A tahun 2020 tentang
perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah
penyakit akibat virus corona di Indonesia;

31. Surat Mendagri nomor 440/2703/8j tanggal 2 April 2020 hal
penanggulangan dampak Covid 19 di desa;

32. Surat mendes PDTT RI nomor 1261 /PRI.00/IV/2020 tanggal 14
April 2020 perihal pemberitahuan;
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR 140 /p6 /C-STR/2021
TANGGAL  : 19 FEBRUARI 2021
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan NAGARI SURANTIH
Kecamatan SUTERA tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021
yaitu :

a. Pendapatan sebesar Rp 1.666.408.000,00,- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp 8.800.000,00,-
2) Dana Transfer sebesar Rp 1.657.608.000,00,-
3) Pendapatan Lain - Lain Rp 0,00 ,-

b. Belanja sebesar Rp 1.684.827.059,84,- dengan rincian :
1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Rp 568.919.024,84,-
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp 711.278.250,00,-
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp 44.080.685,00,-
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp 70.049. 100,00,-
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Rp 290.500.000,00,-

¢. Pembiayaan sebesar Rp 18.419.059,84,- dengan rincian :
1) Penerimaan Pembiayaan Rp 18.419.059,84,-
2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 18.419.059,84,-

2. Rancangan Peraturan NAGARI SURANTIH tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat SUTERA sudah ditandatangani oleh
Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim
Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir

Selatan.

B. PENDAPATAN
1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
dasar hukum penerimaannya

b, Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari,
yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan

pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip
penganggaran pendapatan tersebut diatas.
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prakarsa masyarakat, vang

Pemerintah/Pemerintah  Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan
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mm?mwmmmmwmm
agan.,

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar
mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2017

2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tabun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari
adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam
RPJM Nagari dan RKP Nagan dibahas dalam musyswarah Perencanaan
Pembangunan Nagani.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017
tersebut  diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam menyusun
Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKPNagari
tahun 2021,

Disarankan kepada nagari memperhatikan dan memperbaiki

1. Penanggalan pernag disikronkan dengan tanggal evaluasi APB di
kecamatan;

2. Sebelum pernag ditetapkan,maka sebelumnya disebut dengan Rancangan
Pernag;

3. Bidang penyelenggaraan pemerintahan :

a. Biaya panitia Pilwana wajib dianggarkan;

b. Honor operator di nagari harus dikoordinasikan dengan inspektorat
agar tidak terjadi honor tumpang tindih;

c. Kegiatan operasional Bamus koordinasikan kembali dengan Bamus
sebelum ditetapkan mengingat Bamus baru terpilih dan ADD
terbatas;

d. Biaya musrenbang dikoordinasikan kembali dengan DPM, karena
untuk menggunakan Dana Desa tidak ada diatur dalam Permendes
13 tahun 2020;

e. Kegiatan pelatihan perangkat nagari dan BAMUS dikaji ulang
kembali, karena bertentangan dengan Permendes nomor 13 tahun
2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021;

4. Bidang pembangunan :

a. Biaya surve ditiadakan, karena tidak ada kegiatan pembangunan;

b. Honor PPKN bidang pembangunan kaji ulang kembali, karena
dianggarkan 12 bulan;

¢. Kegiatan pembangunan jalan sumber dana PBK, upah diverifikasi
terlebih dahulu oleh PDTI
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Surantih, |9 Februari 2021

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

e NAMA f JABATAN DALAM TIM TANDA TANGAN
= 2 | e i
1. |Akpal Rizonly Ketua ”T\_T
2. | Sefni Indra Juita, SE ‘ Sekretaris C"ﬁ'mz\ y
3t Iwal, S.Pt ’ Anggota | 3. q
4, | Akmal ; Anggota | Q
5. | Eli Suryani | Anggota 5. A // 7
6. |Yul Afrianti, SH Anggota | 6. "
7. | Suprial, ST : Anggota i ‘\\J\
8. | H. Novrizal Chan, SH | | Anggota 8.
9, |M. Igbal {Anggota :. 9.
10. ‘Jumaidi, ST éAnggota | 10.
11, (éh;;md Pratama Putri, 7 'Anggota 1. - 7 B
12. | Ali Afdhal IAnggora « 12

Lli Khairanilis, SP | Anggota 13&
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